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Tesisini membahas terkait implementasi rumusan pasal-pasal tindak pidana suap dan gratifikasi yang
mayoritas diadops dari kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Penyalinan dan pencabutan aturan
tindak pidana suap di KUHP, merupakan suatu kebijakan yang beresiko, hal ini dikarenakan bentuk-bentuk
tindak pidana suap yang memiliki bobot rumusan delik yang berbeda, tetapi memiliki ancaman pidanayang
sama. Upaya pembaharuan bentuk penerimaan kepada pegawal negeri yang dirumuskan sebagai tindak
pidanagratifikasi justru memberikan celah bagi kepada pegawai negeri untuk lepas dari jerat pidana, dengan
cara melaporkan penerimaan gratifikas tersebut kepada KPK. Meskipun objek penerimaan tersebut sudah
beralih kepemilikannya dari pemberi kepada penerima, yang jika dirumuskan dengan menerapkan pasal-
pasal tindak pidana suap, atas penerimaan tersebut, unsur-unsur delik telah terpenuhi secara sempurna.
Ketentuan tindak pidana gratifikas jugatidak mengatur bentuk pertanggungjawaban bagi pemberi
gratifikasi. Tesisini akan mengkaji Tumpang tindih dan inkonsistensi antar peraturan perundang-undangan
dalam UUPTPK mempersulit upaya penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi,
khususnya tindak pidana suap dan tindak pidana gratifikasi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga
dibantu dengan Pendekatan Kasus (Case Approach) dan Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan
(Statute Approach) untuk memahami penegakan hukum tindak pidana gratifikasi dan suap di Indonesia.
Adapun yang menjadi kesimpulan dari tesisini adalah untuk segera melakukan perubahan dan revis
UUPTPK 2001 dengan mengimplementasikan anjuran dari United Nations Convection Against Corruption
(UNCAC) 2003 terhadap ketentuan tindak pidana suap dan gratifikasi.

...... Thisthesis discusses the implementation of the formulation of articles on bribery and gratification, the
magjority of which adopted from criminal code (KUHP). The copying and repeal of the regulations on
bribery in the Criminal Codeisarisky policy, thisis because the forms of bribery have a different weight of
offense formulations, but have the same criminal threat. Efforts to reform the structure of admission to civil
servants, which have been formulated as a crime of gratification, have provided an opportunity for public
servants to escape from criminal traps by reporting the receipt of such gratification to KPK. The object of
acceptance has transferred ownership from the giver to the recipient, which, if formulated by applying the
articles of the criminal act of bribery, for such approval, the elements of EV en though the offense has
wholly fulfilled. The provisions for the crime of gratification also do not regulate the form of responsibility
for the giver of gratification. Thisthesis will examine the overlaps and inconsistencies between laws and
regulations in the UUPTPK, complicating law enforcement efforts to eradicate corruption, particularly
bribery and gratification in Indonesia. Also, this research is assisted by a Case Approach and a Statute
Approach to understand law enforcement on criminal acts of gratification and bribery in Indonesia. The
conclusion of thisthesisisto immediately make amendments and revisions to the 2001 UUPTPK by
implementing the recommendations from the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)
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2003 regarding the provisions of the criminal act of bribery and gratification.



